
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR  8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,
Menimbang : a. bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor  14  Tahun  2000 

tentang  Retribusi  Izin  Trayek  telah  mendapat  persetujuan  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 
06/DPRD/V11/2000 tanggal 10 Juli 2000 dan telah diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 27 ;

b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi 
dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah ;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a 
dan  huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan 
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997 
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3685) ;

   4. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas 
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan 
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 
Nomor  246,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4048) ;

5. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4389) ;
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8. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor  66,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401) ;

9. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  108,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan 
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

   11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas 
Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Tegal  dan  Kabupaten  Daerah 
Tingkat  II  Tegal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986 
Nomor  8,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3321) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor  66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

   13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005 
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4578) ;

  14. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor  14  Tahun  2000  tentang 
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 
Nomor 27);

   15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor  02  Tahun  2003  tentang 
Kewenangan  Kabupaten  Tegal  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tegal 
Tahun 2000 Nomor 11) ; 

  16. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor  04  Tahun  2003  tentang 
Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

   17. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor  10  Tahun   2005   tentang 
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten 
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan
 

BUPATI TEGAL


